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Abstrak 

 
Tulisan iniimembahas dan menganalisis tentanggkebijakan kepala sekolah dalam 
meningkatkannmutu pendidikan.bBerdasarkan penelitiannmelalui kajian pustaka yang 
dilakukan, langkah-langkah kebijakannkepala sekolah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasiikebijakan. 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah di tuntut dalammmeningkatkan mutu 
pendidikan. Manfaat dari penelitiannini adalah agar terciptanya kebijakan kepala sekolah 
untuk memimpin serta mengelola kegiatanndi sekolah dan akhirnya bisa meningkatkan 
kinerja guru, sehingga dapat meningkatkannprestasi belajar siswa, tersedianya Sumber 
Daya Manusia (SDM) serta meningkatkannkinerja guru melalui pengelolaan kegiatan-
kegiatan di sekolah yang dibentuk olehhkepala sekolah.  
 
Kata kunci: kebijakan, kepala sekolah, mutu pendidikan 
 

Abstract 
 
This paper discusses and analyzes the policies of school principals in improving the quality 
of education. Based on the research through the literature review carried out, the steps of 
the principal's policies in improving the quality of education, namely policy formulation, policy 
implementation, policy evaluation. As we know that schools are required to improve the 
quality of education. The benefits of this research are for the creation of a principal policy to 
lead and manage school activities and ultimately improve teacher performance, so as to 
improve student learning achievement, the availability of Human Resources (HR) and 
improve teacher performance through the management of activities in schools established 
by the head of the school. 
 
Keywords: policy, school principal, quality of education 
 
PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatuihal yang penting sekali untuk menentukannperkembangan 
dannperwujudan diriiindividu, danibagi kehidupannsuatu bangsa..Menyadari 
akan.pentingnya peranannpendidikan sebagaiipendorongikemajuan suatuubangsa, 
maka.pemerintah.senantiasa berupayaauntuk mengadakannpembaharuan-
pembaharuannbidang pendidikannterutama.yang berkaitanndengan tenagaapendidikan, 
pembiayaan,ssistem,kkurikulum, danllainssebagainya. 

Dalam mengelola pendidikannterkhusus pada suatu sekolah adalah tugasskepala 
sekolah supaya mutuupendidikan di sekolah berkelas dengan mencanangkan program, 
diawali dengan mencanangkan kebutuhan Sumber Daya Manusia yanggakan dapat 
melakukan tugas, mencanangkan kebijakan berwujud programmkepala sekolah serta 
kurikulummyang hendak dijalankan di sekolah. 

Sekolah adalah suatuuinstitusi sosial yang mempunyai fungsi esensial untuk 
menumbuhkan watak siswa transformasi budi pekerti kebudayaannberlangsung dengan 
belajar mengajar yang singkron dengan kurikulum yang berisi bermacam bidanggilmu 
pengetahuan serta nilai-nilai yang berfungsi di masyarakat dalammrangka mencerdaskan 
sertaamemperbaiki nasibbhidup bangsaiIndonesia. Oleh karena itu, 
pendidikannsekolahyyang berkembanggakan mempunyai kontribusiiyang besarruntuk 
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kemajuannsuatu bangsaasehingga tidakkbisa diabaikanneksistensinyaasebagai tempat 
dalam mengajarkan serta mendidik ilmu pengetahuan untuk siswa dariigenerasi ke generasi. 

Dalammmempersiapkan SumberrDaya Manusiaa(SDM) pembangunan,ppendidikan 
bukan hanyaaterfokusspada kebutuhannmaterial tetapiiharus menyentuhhdasar dalam 
memberikannsikap padaavisi dannmisippendidikan, seperti perhatiannmenyeluruh terhadap 
spiritual yang luhur serta etika dan moral. Dalammhal ini derajat pendidikan dipengaruhi oleh 
penyempurnaan sistem kepada seluruhhkomponen pendidikan yaitu iklim pembelajaran 
yang kondusif, peningkatannkualitas pendidikan dan pemerataan penyebaran guru, sumber 
belajar, kurikulum yanggdisempurnakan, sarana dan prasarana yang memadai, 
sertaadidukungooleh kebijakann(political will)ppemerintah, baikkpusat maupunndi 
daerah.dan termasuk.kebijakan kepalaasekolah. Menurut Zuldesiah (2021) kepalaasekolah 
merupakannindividu yanggikut bekerjasamaadalammterlaksananya pembelajaranndi 
organisasiisekolah. 

Dalamiibidang pendidikan di era globalisasi problem yang serius untuk bidang 
pendidikanndi negara kita yaitu minimnya mutu pendidikan di bermacam jenjang dan jenis 
pendidikan. Bermacam golongan masyarakat, termasukkahli pendidikan, bahwasanya 
problem mutu pendidikannsebuah prosesspendidikan sebagaiisalah satuuaspek yanggbisa 
menghambattpenyediaan SDM (SumberrDayaaManusia) untuk modallutamappembangunan 
bangsaadalam berbagaiibidang. Terutama dalammmutu pendidikannpada 
jenjanggpendidikan dasarrmasihrrendah 

Mutuupendidikan suatu institusi sekolah yang sangattdi perlukannkarenassuatu 
pencipta karakteristik penerussbangsa. Melahirkan IntellegenceeQuotient (IQ),eEmotional 
Quotientt(EQ), EmotionallSpiritual Quotientt(ESQ). Kepalaasekolah sebagaiipemimpin 
didambakan mampuumembentuk lulusan sesuaiidengan yanggdidambakan 
olehhbangsaadan yanggsesuai dengannvisi dannmisi yanggsudah ditentukan 
pendidikannyang bermutuutidak hanyaadilihat dariikualitas lulusannyaatetapi jugaameliputi 
bagaimanaalembagappendidikan bisa memewujudkan kebutuhanntenaga kependidikan, 
perserta didik, orang tua dan masyarakat sesuaiidengan standarrmutu yanggberlaku. 

Sejalan dengan berkembangnyaazaman yang terus bergulir mengarah kearah 
perkembangan, dalam zaman kompetisi yanggsemakin bebas seperti saat ini. Pemimpin 
lembagaapendidikan diharuskan untuk bisa mempertaruhkan derajat pendidikan yang 
bermutuukarena pendidikannyang belum bermutuulama kelamaannakan ditinggalloleh 
masyarakattdan tercampakkan dengannsendirinya. 

Oleh sebab itu, sekolah di wajibkan untuk dapat memajukan mutuupendidikan 
dengan cara perwujudan kebijakannkepala sekolah untuk menuntun dan mengelola aktivitas 
di sekolahhsehingga bisa meningkatkannkinerjaaguru, dan pada.akhirnya 
meningkatkan.prestasi belajarrsiswa serta penyediannsumber dayaamanusia dalam 
meningkatkannkinerjaaguru dengannmengelolaakegiatan-kegiatan diisekolah yang diibentuk 
oleh kepalassekolah. 

Jadiiberkualitas atauutidaknya suatuumutu diisekolah bisa terlihat terhadappperan 
kepalaasekolah untuk meningkatkannmutu pendidikan. Pengawasan dan pengelolaan yang 
baik dan benar serta objektif menjadiikunci berkualitasnya kegiatan dan program sekolah. 
Oleh sebab itu penulisstertarik untukkmengangkat judulltentang kebijakankkepalassekolah 
dalammmeningkatkan mutuupendidikanndi SD. 
 
METODE 

Metodeeyang digunakanndalam artikel ini adalahhmetode studiikepustakaan (library 
research).sStudi literatur atauustudi kepustakaannadalah kegiatannpengumpulan dataadari 
berbagaiisumber bacaann(Harahap::2014).dDatayyang dipakai untuk menyelesaikannartikel 
iniiberasallllldari sumberrberupa buku,jjurnal sertaaartikel yanggsesuai dengannpenelitian 
ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Definisi Kebijakan Kepala Sekolah 
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Kebijakannpendidikan adalah salah satu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah 
kebijakan yang berkaitan dengan masyarakattumum. Kebijakan publik adalah bagianndari 
keputusan politik, dimana keputusan itu mempengaruhi dan berkaitan dengan masyarakat 
dan di pahami sebagai pilihannterbaik dari beragam opsi yang berkaitan dengan masalah 
publikkyang menjadi wewenang pemerintah (Kusumawati, 2019). 

Nurharjatmo menyebutkan beberapa aspek yang terpengaruh dalan kinerja 
kebijakan antara lain; 1) sasaran dan standar tertentu yang mesti dicapaiioleh para 
pelaksanaakebijakan, 2) tersedianya sumber daya, baik itu yang berbentuk dana, teknologi, 
saranaamaupun prasarana lainnya, 3) karakteristik birokrasi pelaksana, 4) 
komunikasiiantara organisasi yang baik, 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Amin et al., 
2019). 

Beberapa faktor yang meliputi kebijakan pendidikan antara lain: 1. Kebijakan 
pendidikan yang diperbarui dari kesatuan teori dan praktek 2. Kebijakan pendidikan 
berpotensi untuk pengembangan pribadi dan masyarakat yang memiliki pendidikan tersebut 

3. Kebijakannpendidikan ditujukan untuk kebutuhan peserta didik 4. Kebijakan pendidikan 
berkaitanndengan penjabaran visi, misi dan tujuan pendidikan 5. Kebijakan pendidikan 
mempunyai tujuan yang jelas untukkmelahirkan pendidikan yang tepat (Irmayani, Wardiah, 
& Kristiawan., 2018).  
 
Fungsi Kebijakan Pendidikan 

Aspek yanggmenentukan perkembangan, perubahan atau rekonstruksi organisasi 
yaitu pelaksanaan kebijakannorganisasi sehingga bisa dirasakan bahwasanya kebijakan 
tersebut betul berfungsiidengan baik. Oleh karena itu bisa  disimpulkan bahwasanya 
kebijakan yang dibentuk menjadi arahan untuk bertindak, mempedomani kegiatan untuk 
organisasi dalam mencapaiitujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kebijakan dibagi menjadi 
tiga bagian utama, yaitu: 

1. Fungsi alokasi 
Untuk menjalankan fungsi penting tersebut, analisis kebijakan harus dapat 

melibatkan diri, atau setidaknya mempelajari sistem dan proses pengambilan kebijakan 
negara baik pada level suprastruktur (politik) maupun pada level sektoral (teknis). 

2. Fungsi inquiri 
Fungsi inquiri dapat dilaksanakan jika seluruh atau sebagian dari / dengan agenda 

penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan dan telah mencapai hasil. Dalam 
fungsiiinquiri pelaksanaan analisisskebijakan berkaitan dengannpendekatan, metodologi, 
sertaateknik analisis. 

3. Fungsi komunikasi 
Fungsiikomunikasi merupakan fungsi yang bisa dijalankan apabila analisis kebijakan 

membuahkan ide atauuusulan kebijakan yang benar-benar realistis (Noor & Sikand, 
2008). 

 
Model Kebijakan Pendidikan 

Dalammrangka melakukan dan menentukan suatu kebijakan pendidikan di suatu 
sekolah harus digunakan bermacam jenis model kebijakan pendidikan agar tujuan yang 
akan dicapai bisa terlaksanaadengan baik. Model pendekatan yang dibutuhkan untuk 
menetapkan kebijakannpendidikan di sekolah meliputi : 
1. Model Rasional murni yaitu model yang menumbuhkan kebijakan secara rasional  
2. Model Ekonomi yaitu modellyang menumbuhkan kebijakan atas dasar pertimbangan 

faktorrekonomi, model keputusan berurutan adalah kebijakan yang melandasi 
pengambilannkeputusan beberapa alternatif kebijakan. 

3. Model Ekperimentasl yaitu model yang menggunakan pendekatan melangkah atas 
dasar perubahan bertahap. 

4. Model memuaskan yaitu model yang melandasi keputusan atassdasar alternatif 
kebijakan yang sangat memuaskan tanpa menilaiikritis alternatif lain, dan  
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5. ModellOptimal yaitu model yang melandasiipengambilan keputusan atas dasar 
campuran sebagian metode yang terintegrasi dalam mewujudkan kebijakannyang 
optimum serta bisa di terimaaoleh semua pihak 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kepalaasekolah dalam pengambilan 
kebijakan dengannmenggunakan model kebijakan sehingga pengambilan keputusan dalam 
membuahkan kebijakannyang optimum serta bisa diterima oleh semua pihak berjalan 
dengannlancar singkron dengan tujuan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah dengan 
menjalin kerjasamaayang baik antar semua komponen-komponen sekolah 
 
Jenis Kebijakan Perencanaan Nasional Pendidikan 

KebijakannJangka Panjang (jangka waktu 25 tahun), merupakan kebijakan jangka 
panjanggyang pada dasarnya bersifat prospektif (antisipasi masa depan), yaitu kebijakan 
negaraabidang pendidikan yang ditentukan oleh proyeksi pendidikan untuk jangka waktu 
yang akan datang. Rencana ini dikarenakan untuk membuahkan skenario pendidikan dan 
budaya masa depan di Indonesia yang perlu dibentuk pada akhir periode pembangunan 
jangkaapanjang kedua (Fathurrochman, 2017). 

Kebijakannjangka menengah, Secara garis besar gambaran laporan: a). Arah dan 
kebijakannrepelita. b). Kondisi dan permasalahan, permasalahan pokok disimpulkan dari 
kondisi pendidikannsebagai hasil kajian dan penilaian penyelenggaraan pendidikan pada 
laporan sebelumnya. c). Kebijakanndan langkah-langkah, kebijakan ini dikembangkan 
berlandaskan analisissmasalah pendidikan saat ini dan prediksi untuk lima tahun ke depan. 
d). Sasaranndan program, apabila kebijakan yang diterangkan di atas sudah dilakukan 
(PemerintahhRepublik Indonesia, 2005). 

Kebijakannjangka pendek dalam perencanaan tahunan meliputi empat periode 
dengan waktu tiga bulan untuk masing-masing periode yanggdapat dijelaskan sebagai 
berikut: Pertama, tahapppersiapan perencanaan, tahap ini adalah penyusunan data 
terutama yang berkaitanndengan jumlah siswa yang akan dilayani, staf, fasilitas dan 
infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan. Kedua, periodeeini adalah waktu untuk 
merumuskan dan menerbitkan kebijakan. Ketiga, urusannproyek dan penetapan pagu 
anggaran. Jangka waktu pelaksanaan anggaran proyek yang diusulkan. Keempat, selama 
periode ini persiapannpelaksanaan proyek pembangunan telah dilakukan dan persiapan 
siklus perencanaan untuk tahunnberikutnya telah dimulai dan dilaksanakan (Pemerintah 
RepublikkIndonesia, 2005). 
 
Komponen Kebijakan 

MenuruttYanto (2019) kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai 
beberapaakomponen yang sudah dirumuskan sebagai berikut: 
1. Perumusan masalah 

Perumusannmasalah bisa menolong menemukan asumsi tersembunyi, media, 
memetakan kemungkinan tujuan, menggabungkan pandangan yang berkelainan, dan 
membentuk kebijakannbaru. 

2. Peramalann 
Peramalanndapat memberikan pengetahuannyang relevanndengankkebijakan 
tentanggmasalah yanggakannterjadi diimasa depan: (1) Proyeksiiadalah prakiraan yang 
didasarkan pada ekstrapolasiiatas kecenderungan masa lalu dan masa kini ke masa 
depan, (2) Prediksi adalah prakiraan yang didasarkan padaaasumsi teoritis asertif. (3) 
Estimasi adalah prediksi yang didasarkan padaapenilaian informatif atau penilaian ahli 
tentang situasi masyarakattdi masa depan. 

3. Rekomendasi 
Rekomendasiikebijakan merupakan cara dimana suatu kebijakan bisa mencapai 
tujuannya. Untuk rekomendasiikebijakan, yang harus diamati yaitu prasyarat dalam 
kesuksesan implementasi kebijakan. 

4. Pemantauan  
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Pemantauan adalah proses penyelidikan kebijakan yang diperlukan dalam memberikan 
informasi tentanggsebab dannakibat kebijakannpublik. 

5. Evaluasii 
Evaluasiimenghasilkan pengetahuannyang relevanndengan kebijakanntentang 
ketidaksesuaiannantara yang diharapkan dan kinerjaakebijakan yanggdihasilkan 

 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinannmenurut KamussBesar BahasaaIndonesia Berasalldarikkata 
dasarr"pimpin" yaitu diawali dengann"memimpin" kemudian diartikannsebagai membimbing, 
menunjukkannjalan dannmenuntun dalammkata iniiartinya dapat 
disamakanndenganmmengetahui, menuntun, membimbing dannmelatihddalam pengertian 
mendidikkdan mengajar agar bisa dikerjakannsendiri (Pramudyo, 2010). 

Kepala sekolah sebagaiipemimpin dalammpraktik sehari-hariiharussselalu berupaya 
mengamati serta mengamalkan tujuhhfungsi kepemimpinan dalam kehidupan 
sekolah:h1)kkepala sekolahhsebagai pendidik (educator);r2)kkepala sekolahhsebagai 
administrator; 3)kkepala sekolahhsebagai pemimpin; 4)kkepala sekolahhsebagai motivator; 
5) kepalaasekolah sebagaiimanajer; 6) kepalaasekolah sebagaiipengawas; 7) 
kepalaasekolah sebagaiiinovator (Irmayani dkk, 2018). 
 
Peranndan TugassKepala Sekolahh 

Perannkepala sekolah dapattberlangsung diidalam danndi luaroorganisasi. Oleh 
karenaiitu, salahhsatu fungsi fundamental seseorangguntuk organisasiilain sebagaiimanajer 
yaituukepemimpinan. (Fadilah: 2019) Sebagai pemimpin, tugas dan peran kepalaasekolah 
harus kompleks untuk mewujudkan sekolah yang berbobot. E Mulyasa dalammAsmani 
(2012) menjelaskan tentang tugas dan peran kepalaasekolah secara rinci yaitu:. 
1. Sebagai pendidik dalammmeningkatkan profesionalismeetenaga kkependidikan 

sekolah,mmembentuk iklimmsekolahhyang kondusif,mmemberikan nnasehat 
kepadaawargassekolah, menyemangati seluruhhtenagaakependidikan, dan 
mengakselerasi siswaayang pandai diiatasrrata-rata. 

2. Sebagaiimanager untuk memberdayakanntenaga kependidikan melaluiikerja.sama, 
memberikannkesempatan kepadaatenaga kependidikanndalam memajukan 
pekerjaannya, serta merangsang keterlibatan di seluruh pusat pendidikan.  

3. Sebagaiiadministrator, dalam mengatur kurikulum, siswa, kepegawaian, sarana 
prasarana, keuangan serta kesiapan. 

4. Sebagai pengawas, dengannmengamati prinsip-prinsip yang akan dilakukan secara 
demokratis, berpusat pada tenagaakependidikan (guru). 

5. Sebagaiiinovator, dalam trik yang benar untuk membangun hubungan yang harmonis 
dengannlingkungan, mencari ide-ide baru, serta mewariskan teladan bagi semua tenaga 
kependidikan. 

6. Sebagaiimotivator. Mewariskan motivasi terhadap tenaga kependidikan sesuai dengan 
tugassdan fungsinya. Yang akan memotivasi kepala sekolah dalam menumbuhkan 
produktivitasnya untuk memajukan sekolah, hingga dapat memberikan motivasi dan 
inspirasi terhadap bawahannya untuk bangkittmengajar. 

 
Model Kebijakan Kepala Sekolah 

Modellkebijakan adalahhsuatu wujud kebijakan.yang bisa.diambil berdasarkan 
beberapaaestimasi oleh kepalaasekolah dalam memajukan mutuupendidikan baikkdari 

pertimbanganntujuan, strategi, ataupun kebutuhannlingkungan. Adapunnmodel 
kebijakannyaitu.  
1. ModellDeskriptif 

Modellpendekatanndeskriptif merupakan suatuucara atauumetodeeyang 
digunakannolehhpenelitian di bidang sainss(baik sains murniimaupun terapan) 
untukkmenjelaskan gejala-gejala yanggterjadi diimasyarakat. 

2. Model Normatif  
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Diantaraabeberapa macam modellnormatif yanggdigunakan dalam analisis 
kebijakannadalah modellnormatif yanggmembantu menetapkanntingkat 
kapasitasspelayanan yanggoptimal, dalam hal ini kepala sekolahhmemberikan ide atas 
hasillpemikirannya sehingga pengambil keputusan bisa menyelesaikan masalah 
kebijakan. Pendekatannnormatif ditekankan pada pertimbangan serangkaian 
tindakannyang mampu menyelesaikan masalah yang diperlukan masyarakat pada 
seluruh jenjang dan jenisspendidikan. 

3. Model verbal  
Modellverbal merupakan suatu kebijakannyang diformulasikan dalammbahasa 

sehari-hari, disiniikepala sekolahhmembentuk kebijakanndengan memakaiibahasa 
sehari-hariimisalnya dengannmemakai gaya atau ekspresiikepemimpinannyang sudah 
dibentuk. 

4. Model sebagai Pengganti dan Perspektif 
Pendekatan modellperspektif adalah cara ilmiah dalam menganjurkan suatu norma, 

kaidah yang bisa dipakai oleh pengguna dalam mengatasi suatuumasalah, 
khususnyaamasalahhkebijakan. Modellbentuk perspektifgjuga umumnya berupa pilihan 
kebijakannsebagai hasillanalisissdata. Modellpengganti disimulasikan sebagaiipengganti 
dariimasalah-masalah yanggsubstantif. Modellpengganti mulai disadariiatau tidakkdari 
asumsiibahwasanya masalahhformal merupakan representasiiyang sahhdari 
masalahhyang substantif.sSedangkan modellperspektif dilandaskankan padaaanggapan 
bahwaamasalah formalltidak pernahhsepenuhnya merepresentasikan masalah 
substantif. Hal ini perlu dikarenakan penyelesaian masalah pendidikannini 
harussdilakukan dengannbaik, jikaatidak makaaakan menimbulkannkemudaratan baik 
dari segiiwaktu, materi, maupun penyelewengan dari tujuan yanggtelah ditetapkan 
(Fadilah: 2019). 

 
Langkah-langkahhKebijakan KepalaaSekolah 

Dalammkebijakan pendidikannada tigaatahapan kebijakannantara lain: 
formulasi,iimplementasiidan evaluasi. Kepala sekolah sebagai pejabat profesional wajib 

merumuskan, melaksanakan, dannmengevaluasi. Ketiga langkah kebijakan kepala sekolah 
tersebut yaitu sebagai berikut 
1. Formulasiikebijakan  

Formulasiimerupakan pembuatan atauuperumusan. Jadi,fformulasiikebijakan 
merupakan pembuatann/pperumusan suatuukebijakannpendidikan. 

2. Implementasi Kebijakan  
Pada prinsipnya implementasi suatu kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan 

agar suatu kebijakan dapattmencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah 
rangkaian kegiatan dan keputusannyang memfasilitasi pernyataan kebijakan dalam 
pembuatannkebijakan menjadi praktik atau realisasi. 

3. Evaluasi Kebijakan  
Setelah kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan 

pendidikan. Karena Anda bisa mengetahui sejauh mana implementasi ini telah dicapai. 
 
Mutu Pendidikan 

Mutu merupakan pemuasan keinginan stakeholders, mempunyai sistem preventif, memiliki 
standarrtanpa cela dan memiliki tolak ukur harga ketidakpuasan. Mutu dalam pendidikan 
diantaranya mutu masukan, keluaran dan hasil. Inputtpendidikan berkualitas apabila siap diproses, 
prosesspendidikan bermutu jika dapat membentuk keadaan pendidikannyang aktif, inovatif, kreatif, 
efektif dan menyenangkan. 

Mutuupendidikan, adalah salah satu asas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang 
sangat perlu dalam membentuk suatu negara. Justru bisa dikatakan.bahwasanya masaadepan 
suatuunegara terletakkatas adanya pendidikan yanggbermutu saattini, pendidikan yang bermutu 
hanya dapat tumbuh apabila ada lembagaapendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu, upaya 
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peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu kiat untuk mewujudkan pendidikan yang 

bermutu (Kuntoro, 2019).  
Standarrmutu pendidikanndi Indonesiaadiatur dalammStandardisasiiNasional yang 

dikenallsebagai StandarrNasionallPendidikan yang telahhdiatur dalam.Peraturan 
PemerintahhNomor 32tTahun 2013. StandarrNasional Pendidikann(SNP) merupakan 
kriteriaaminimal sistemmpendidikan diisemua yurisdiksi NegaraaKesatuannRepublik 
Indonesiaa(NKRI) (Erni, 2017)  

 
Komponen Peningkatan Mutu Pendidikan 

Saleh dalam (Yanto: 2019) mengatakan bahwasanya dalam upaya melaksanakan 
peningkatannmutu pendidikan nasional dengan berbagai pelatihan dan peningkatan 
kompetensi, pengadaannbuku serta perangkat pembelajaran, peningkatan saranaadan 
prasaranaapendidikan, serta peningkatannmutu pengelolaannpendidikan. Ada 
beberapaakomponen yanggbisa meningkatkannmutuupendidikan, antara lain: 
1. Proses pendidikan; Pikirannutama yang tertuang dalam prinsip, strategi,ddan proses 

pembelajaran tampak bahwasanya pendidikan tidak sesederhanaaproses 
penyampaiannya. 

2. Prosedur pendidikan;pPengembangan kegiatannbelajar mengajar harus berorientasi 
padaafitrah manusia untuk mencapai keseimbangan. 

Menurut Sudarwan Danim, peningkatan kualitas madrasah (Yanto: 2019) melibatkan 
limaafaktor:  
1. Kepemimpinannkepala sekolah yanggefektif  
2. Siswa,a“anak sebagaiipusat “sehinggaakompetensiidan kemampuannsiswaadapat 

tereksplorasi 
3. Keterlibatan guru yanggmaksimal  
4. Kurikulummyang tetapptetapi dinamis,ssehingga sasaran mutuubisaatercapai  
5. Jaringannkerjasama bukan hanyaaspesifik kepada sekolah dan lingkungan masyarakat 

melainkan melalui organisasiilain, misalnya perusahaan /iinstansi  
6. Pimpinannserta karyawannharus menjadiisatu timmyanggutuh (team-work) yang sama-

sama memerlukan serta sama-sama mengisi kekurangan hingga target (tujuan) akan 
terbentuk dengan baik.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikanndi sekolah, SudarwannDanim (2007: 56) 
menjelaskan bahwasanya apabila suatu lembaga ingin meningkatkan mutu pendidikannya 
setidaknya harus mengaitkan lima faktorrdominan, antara lain: 
1. Kepemimpinan kepala sekolah;kKepala sekolah wajib mempunyai serta mengerti visi 

dan misi kerja yang pasti, bisa serta ingin bekerja keras, memiliki tingkat kerja yang kuat, 
rajin serta sabar untuk bekerja, memberikan bantuan yang optimum, serta memiliki 
disiplin kerjaayang tinggi. 

2. Guru; Keterlibatan guru yang maksimal, dengan meningkatkannkompetensi dan profesi 
kerja guru dalammseminar, workshop dan pelatihannsehingga hasilldari kegiatan 
tersebuttdapat diimplementasikan diisekolah. 

3. Siswa;pPendekatan yang wajib ditempuh merupakan “anakksebagai pusat” agar 
kompetensi serta kemampuannsiswa bisa tereksplorasi sehingga sekolah dapat 
menginventarisasi kemampuan yanggada padaasiswa. 

4. Kurikulum;aAdanya kurikulummyang konsisten,ddinamis, serta terintegrasi bisa 
membolehkanddan memfasilitasi standarrmutu yanggdidambakan danaakhirnya tujuan 
(objektif) bisa didapatkan secaraamaksimal. 

5. JaringannKerja Sama; Jejaring kerjasama bukan hanya tespesifik kepada lingkungan 
sekolahhserta masyarakatt(orang tuaadan masyarakat) melainkan melalui 
organisasiilain misalnya perusahaannatau instansiipemerintah agar keluaran dari 
sekolahhbisa terserap diiduniaakerja. 

Berdasarkannargumen diiatas, bisa diuraikan bahwasanya kepalaasekolah dan guru 
memiliki tanggunggjawab yanggbesar dalam meningkatkan mutuupendidikan di sekolah. 
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Berdasarkannpenelitian Murni Yanto (2019), kebijakan manajemen 
kepalaamadrasah untuk meningkatkannmutu pendidikan di MadrasahhIbtidaiyah Negerii1 
RejanggLebong yaitu dengannmenerapkan (1).kKebijakan KepalaaMadrasah adalah 
mengutamakan sekolah untuk pengembangannkurikulum serta pengembangannprofesi 
guruudengan kegiatan KelompokkKerja Guruu(KKG).i(2). Kebijakannkepalaasekolah 
dikerjakan dengan aspek internal serta eksternal sekolah dalammrangka 
meningkatkannkualitas pendidikanndi MadrasahhIbtidaiyah Negerii1 RejanggLebong: 
membina kejujuran guru, penghargaan, iklimmkomunikasi yang demokratis. 

Sementara itu, penelitian dariiNur Fadilahh(2019) prosesskebijakan kepala 
sekolahhdalam rangkaameningkatkan mutuupendidikan yaituudengan merencanakan atau 
merumuskan kebijakan yang dibuat seperti bekerja sama supaya kebijakan yang sudah 
dibuat bisa dilaksanakan serta diimplementasikan dengan melakukan kebijakan yang dibuat 
dan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi yang mana programnya adalah visiidan 
misiisekolah,pprogram TahfizullAl Qura’an,pprogram sistem.fulllday schoolddan sistem 
ekstrakurikuler dalammrangka peningkatan mutuupendidikan menjadi lebihhefektif dan 
efisien. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkannpemaparan padaapembahasan, makaaada beberapaahal yanggperlu 
disimpulkan bahwa kebijakan sekolahhdalam meningkatkannmutu pendidikannadalah 
dengan menerapkan semua peran danntugas kepala sekolahhdengan baik. Kepalaasekolah 
sebagai pemimpinnseharusnya dalammpraktek sehariihari selaluuberusaha 
memperhatikanndan mempraktekkanntujuh fungsiikepemimpinan diidalam 
kehidupannsekolah: 1) kepalaasekolah sebagaiiedukator (pendidik); 2) kepalaasekolah 
sebagaiimanajer; 3) kepalaasekolah sebagai administrator; 4) kepalaasekolah 
sebagaiisupervisor; 5) kepalaasekolah sebagaiileader; 6) kepalaasekolah sebagaiiinovator; 
7) kepalaasekolah sebagaiimotivator. langkah-langkah kebijakan kepalaasekolah 
dalammmeningkatkan mutu pendidikan, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, 
evaluasi kebijakan 
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